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Tanah IINI{I
adi Ternuan BPI(
Tak Bayar Sewa
ke Pemprov

DENPASAR - Permasalahan
aset milik Pemprov Bali seperti
tak ada habisnya. Belum tuntas
tanah 2,5 hektare yang raib di
kawasan Hotel BaIi Hyatt, Sanur,
kini muncul masalah lain. I(ali hi
yang menjadi kasus adalah tanah
seluas 2,74 hekare yang ditem-
pati Universitas Hindu Indonesia
(Unhi) di Penatih.

Dalam rapat pansus aset DPRD
Bali kemarin (2418), terungkap
jika aset pemprcv berupa tanah
yang ditempati Unhi menjadi
temuan Badan Pemeriksa lGuan-
gan (BPK) RI. Bahkan, temuan
tersebut sejatinya sudah mturcul
sejak2013 silam.

Ketua pansus aset DPRD Bali,
Nyoman Adnyana mengung-
kapkan,. BPK menjadikan lah-
an Unhi temuan karena tidak
membayar sewa tan4fu pada
pemprov.

Rapat yang diikuti perwakilan
UNHI, Badan Pengelolqan lcuan-
gan Aset Daerah (BPKAD) itu
berlangsung selama dua jam di
ruang Banggar lantai tiga DPRD
Bali. Dijelaskan Adnyana, sesuai
aturan yang berlaku, pengelo-
laan Unhiyang berada di bawah
yayasan wajib membayar sewa
asetpadapemprw.

Nah, selama ini tidak ada kon-
tribusi pembayaran sewa pada
Pemprov Bali. Sertifikat yang
ada pun menunjukkan hak
pakai, bukan hak sewa pakai.
"Unhi sudah ada sejak 1960-an.
Mereka menempati aset pem-
prov dengan sistem hak.guna
pakai, tidak sewa. Rupanya hal
iru jadi temuan BPK," paparAd-
nyana ditemui usai rapat.

Adnyana menambahkan, hal
lain yang menjadi perhatian
BPK yakni aset pemprov tidak
boleh diberikan pada yayasan. tampaknya keberatan. Sebab,
Sebab, jika aset diberikan pada.'dalam operasinya Unhi bukan
yayasan bisa berpotensi dijual mengorientasikan keuntungan.
atau dibagi-bagi bila yayasan Namun, lebih mengutamakan
yang bersangkutan bubar. pendidikan agama. Mahasiswa

Lalu bagaimana solusinya3 hanya dipungut biaya Rp 1,2
Dijelaskan Adnyana, untuk iuta selama satu semester.

l"*yur sewa aset u"n' 
ox;fi3iill;'ift^t i:il#i3
mencari problem dilematis
aturan. Pansus merekomen-
dasikan agar pemprov meng-
hibahkan tanah yang ditempati
Unhi. Tanah tersebut dihibah-
kan pada Parisada Hindu Dhar-
ma Indonesia (PHDI).

Status tanah yang dihibahkan
juga tidak boleh dipindahtan-
gankan. "Iadi, kalau ada pihak
yang ingin mengaburkan status
tanah, harusberurusan dengan
PHDI. Kan, PHDI tidak mun-
gkin bubar," beber politisi pDI
Perjuangan itu.

Meski pansus sudah sepakat,
menurut Adnyana keputu-
san tetap berada pada tangan
gubernur. Dia berharap staf
BPKAD yang ikut rapat bisa
menjelaskan pada gpbernu4,
sehingga gubernur tidak men-
yamakan Unhi dengan univer-
sitas yang lain.

Sernentara itu, Kepala UpT
Pengamanan Aset Pemprov Bali,

Kerut Nayala mengaku sudah
menyurati |ayasan dari Unhi.
Yayasan juga sudah audiensi
dengan gubernur terkait dengan
besaran ser,rh yang ditawarkan.

Besaran s4,r'a yang dikenakan
Rp 20 ribu per meter persegi
setiap tahurlatau sekitar Rp 500
juta urituk pnah seluas 2,243
hektare. Nailrun dengan adan-
ya perda te4tang retribusi jasa
usaha, tariffru bisa berkurang
rungga separo.

Ditambahfan Nayaka, pem-
prov sebetulfuya telah mencoba
berkoordin{si dengan BPK RI
unnrk menc{ri pola selain sewa.
Misalnya de{gan memakai pola
hibah. Narrlun, hibah sesuai
ketenruan h{nya bisa diberikan
pada kegiafan yang bersifat
sosial, keagfrnaan, dan pendi-
dikan non klrmersial. Itu pun
harus ada *rdit dan laporan
keuahgan dan akta pendirian
yang mem{ng menyatakan
yayasan itu rfonprofit.

Di lain ba$an, Wakil Rektor
III Unhi, E. Qewi Yuliana men-
yatakan kebpratan bila harus
membayar s{wa. Katanya, Unhi
selama ini mdnberikan beasiswa
bagi 180 orang mahasiswa setiap
tahunnya. Dalam proses pem-
belajarair, ada 168 dosen yang
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membantu. Jumlah mahasiswa
3.000 dengan iuran SPP RP 1,2

iuta. Kondisi itu menurutnya-belum 
cukuP untuk menutuPi

gaji dosen dan karyawan.

Dewi juga menegaskan,
Yayasan Pendidikan WidYa
Kerthi yang mengelola Unhi bu-
kanlah milik Perorangan atau
milikpribadi. YaYasan itu milik

umat dan berada di bawah
naungan PHDI. Dengan de-
mikian, tidak perlu ada kekha-
watiran tanah Pemprov ke
depan a|an diperjualbelikan

ataupun dialihkan. "Kalau se-
karang lagi dibebankan den-
gan sewa seperti ini, saya rasa
merupakan peban bagi kamii'
terangnya.(san/dot)

JADI TEMUAN: Aset Pemprov Bali yang disewa Universitas Hindu ln-
donesia (UNHI) di Penatih ini jadi temuan BPK karena tak bayar sewa.
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